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PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.GM

Ed \ \
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa dan mengadili
perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

Pemohon, lahir di Gunung Malang, 12-12-1991 agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun
XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten
Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Pemohon lahir di Petak, 31-12-1989, agama Islam, pekerjaan Wiriaswasta,
pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX
Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan
surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 684/Pdt.G/2024/PA.GM pada hari

itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. B

ahwa pada tanggal, 24 Febuari 2012 Pemohon dengan Termohon telah

melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: XXXXXXX, tertanggal
24 Febuari 2012;

2. B

ahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
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rumah Pemohon Dusun XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX,

Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak Laki-laki, lahir 20 November 2012
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan
sulit dirukunkan lagi disebabkan karena:
a. Semenjak pemohon berada di malasyia, termohon sering meminta
untuk mengajukan cerai;
b. Termohon Sudah Menikah lagi dengan dengan orang lain;
5. B

ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2015 yang akibatnya
Pemohon mengucapkan talaq kepada termohon kemudian pemohon pergi
menghantarkan termohon pulang ke rumah orangtua termohon sendiri. Sejak
kejadian tersebut kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang, selama itu sudah
tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan
Termohon.

6. B
ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon
dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan ini Pemohon mohon
kepada Ketua/Majelis Pengadilan Agama Giri Menang Pengadilan Agama Giri
Menang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Menetapkan mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan

talaq satu raj'i kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri

Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Pengdailan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini,
Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang
menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan
sebagai wakil/lkuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang dan tidak
ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan
kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada
dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan
surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang
substansinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan
lisan bahwa nama Termohon yang semula Nilawati menjadi Nilawati alias
Milanawati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan KTP Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat
1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lombok Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup
serta telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan XXXXXXX, tanggal 26-3-2012, bukti surat tersebut telah
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dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah

bermeterai cukup serta telah dinazegelen selanjutnya oleh Ketua Majelis
diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam

persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang sah karena memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Pemohon, layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan
Termohon sering berselisih;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3
tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali hidup
bersama sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing
layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mandamaikan keduanya, namun
saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;
- Bahwa, saat ini baik Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menikah
lagi;

2. Saksi Il, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara agama Islam dalam

persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri yang sah karena memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

Pemohon, layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
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- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 tahun yang lalu, rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan

Termohon sering berselisih;

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3

tahun yang lalu;

- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali hidup

bersama sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing

layaknya suami isteri;

- Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mandamaikan keduanya, namun

saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

- Bahwa, saat ini baik Pemohon dan Termohon sudah sama-sama menikah

lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon
dan telah mencukupkan buktinya karena tidak ada lagi bukti yang akan
diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan
Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan
Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah
dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan
ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara
tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon
menghadap persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil
sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk hadir sebagai wakil/lkuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 panggilan kepada Termohon
tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut dan tidak ternyata bahwa
ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan

Undang-Undang dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat
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pemeriksaan perkara aquo dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya

Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan
memberikan nasihat kepada Pemohon agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka
sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut,
ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan
tambahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan
permohonan perceraian ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan Pemohon dan
Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal serta upaya keluarga untuk
mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh namun tidak berhasil karena
keputusan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah demikian kuatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Permohonan Pemohon tersebut,
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak
pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat
didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil
permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah

dalam perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
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pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka sesuai dengan isi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 Rumusan Hukum
Kamar Agama tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan yang berisi Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian
tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil
alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :
sl slsis pulzall e ol alas jue (09 OIS Ol Al e ile Al sLasll

ax> il OIS U] Wi alllasgc jue (09 il jmi

Artinya : “Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada
di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena
orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan,
kecuali dalam perkara pidana, jika Pemohon mempunyai bukti”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan surat Akta
Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan probationis Causa, maka Pemohon
dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 orang
saksi seperti dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa
Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang telah dilakukan Pemeteraian dan
dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan
ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5
Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 dan
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1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P-1) tersebut menerangkan

bahwa identitas dan domisili Pemohon sesuai dengan permohonan, Majelis Hakim
berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh
karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, yang
telah dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis
Hakim dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan
Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal
1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa
Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah dan belum pernah
bercerai hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P-2
yang merupakan akta otentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
sebagai bukti surat, Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang terhalang
untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il keduanya merupakan orang-orang
yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan
kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg
dan 175 R.Bg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan
substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang
saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti
saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga
Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai
Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena telah
memiliki kutipan akta nikah;

2. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon telah ba'da dukhul;
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3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis karena keduanya sering berselisih bahkan
keduanya sudah pisah rumah;

4. Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah kembali bersama dan
sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami
isteri;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim
berpendapat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan
perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikatagorikan
telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan
untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon (broken marriage) dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang
terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berkonsekuensi
sampai berpisah rumah dan Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk
menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan
hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan
lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon
dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi
mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu  perselisihan dan
pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah
merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Pemohon dan Termohon telah
terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan
perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana
dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri
tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan

syara’ tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah
merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat
memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam
firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang artinya “Dan jika suami istri
bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada
masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;
Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di
atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (mafsadah) daripada
kebaikan (mashlahah), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi
kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada
mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul figih yang terdapat dalam Kitab
Al- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi:
tladdl cd> e pado awlaoll €
Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”;
Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dengan
Termhon agar terhindar dari keburukan (mafsadah) tersebut adalah bercerai;
Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah
dalam al-Qur’an al-Karim surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi :
pde o alll pla gMall lga e pls
Artinya :“ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;
Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam
al-Qur’an al-Karim surat al-Bagarah ayat 229 yang berbunyi :
Ol b goisl Sgumen Jluold Ylie G
Artinya : “Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan
rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Pemohon telah memenubhi
unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon  sudah
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sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap

Termohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991,

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan
dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohonuntuk menjatuhkan talak satu raji
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam
Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Masning Fatimatul
Azdiyah, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Fatihatur
Rohmatis Silmi, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu
Baiq Rosmaneli, S.H.l sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Indah Syajratuddar, S.H. Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.l.
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Panitera Pengganti

Baiq Rosmaneli, S.H.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat Rp. 10.000
c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat Rp. 10.000

d. Redaksi Rp. 10.000

e. Pemberitahuan Putusan Rp. 10.000
2. Biaya proses Rp. 75.000
3. Panggilan Rp. 250.000
4, Pemberitahuan Isi Putusan Rp. 125.000
5. Meterai Rp. 10.000 +

TOTAL Rp 530.000
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